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B U P A T I  L U W U  U T A R A  
'  PERATUMN BUPATI LUWU UTARA 

r ' NOMOR 16  TAHUN 2007 
TENTANG 

PENETAPAN KELAS PiASAR DAN PENGENAAN TARIF PASAR 
DALAM �BUPATEN LUWU UTARA 

1 1  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
eJP� Tl LUWU UT ARA, 

1 1  M e n i m b a n g  a  bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusl Pelayananl �asar menyatakan bahwa kelas pasar, kelas jenis fasilitas pasar dan pengenaan tarif ditetapkan oleh Bupati; b. bahwa bJrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurul' fi a di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara. 
I . Mengingat 1. Undang-Updang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak paerah danl Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia I 1ahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3685) sebagalmana telah diubah den�an Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembara1 I Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambaha1 Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 

4048); I 
2. Undang-Up�ang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentuf�n Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembara� �egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
. 3826); [ I 
3. Undang-Ur;,dang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuka'n Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

I l Negara �epubllk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, · . - '; ._ Tambaha1 Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor -, -- 4389); I 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta��n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Ip�onesla Nomor 4437) sebagaimana telah dlubah dengan Unqang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapanl P.leraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang . Nornor 3� Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Updang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia �Tahun 2005 Nomor 108, · Tambahan Lembaran Negara Re Oblik Indonesia Nomor 4548); 

l 5. Undang·U,dang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbanga� Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 



\ 

-- 

a 

' l Pemerinta,h Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 200� Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik I�donesia Nomor 4438); 

I 6. Peraturan Pemerlntah· Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi �aerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tahun 200·1 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

I I 7. Keputusary r-ienterl Dalam ·Negeri Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Sistem dan Prosedtir Adn'iinistrasi PaJak Daerah, 
Retrlbusl Da1erah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 

8. Peraturan[ daerah Kabupaten Luwu utara �omor 03 Tahun 
2007 tentartg Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 
Kabupate� duwu Utara Tahun.2007 Nomor 03). 

I � 
MEMUTUSKAN: 

PERATURA� BUPAtJ: LUvj� .UTARA TENTANG 
PENETAPlN KELAS PASAR DAN PENGENAAN TARIF 
PAsAR DAliAM KAIIUPATEN LUWU UTARA 

: . .  I  PASAL 1 

Obyek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar betupa: 
a. Ruko; 
b. Lods; 
c. Kios; 
d, Halan1ari/ pelataran dan bentuk lalnnya yang dikelola Pemerintah l!>aerah. 

. I PASAL2 
(1) Pasar kel�s I adalah pasar yang memiliki kriteria: _ 

a. Jangkauan Pengunjunr, 1paling korang mellputi antat Kabupaten; 
, ,  I  .  b. Kombditas dagangan beraneka ragam t!an dengan Volume komodltas 

besar'. · I - -  
c. Tr�disi hari pasar adalah pasar harian atau paling kurang 5 (lima) hari se!ni�ggu; [ _ d. Lokasl pasar terletak dalam jalur transportasi yang mudah terjangkau 

oleh �l!!hgunjung. (2) Pasar Kelas II adalah pa r yang memiliki kriteria: 
a. Jangkauan pengunjung panng kurang meliputi antar kecamatan; b. Komoditas dagangan bkraneka ragam dan dengan volame komoditas sedang; J c. Tradisi hari pasar ada ah pasar harian atau paling kurang 3 (tiga) hari sem:i.hggu; [ I d, Lokasl pasar terletak 

1
dalam jalur transportasl kurang teijangakau oleh pengunjung. [ (3) Pasar kelas III adalah pasar yang memiliki kriteria: 

a. Jangkauan pengunjunJ Janng kurang meliputi wilay9h kecamatan; b. Komoditas dagangan tld�k lengkap dan volume komoditas kecil; 
I c. Tradisi hari pasar ada ah pasar .harian atau paling kurang 2 (dua) hari 

seminggu; 

Menetapkan 
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KLASIFIICASI KL.ASIFIICASI TARIF/SEWA TARIF 
NO. LOICASI/PENETAPAN ]ENIS [ I LUAS BULAN (Rp) RETRIBUSI KET. 

KELAS BANGUNAN. HARIAN 
I 

1. PASAR KELAS I a. Ruko I 6 X 8 M  75.000,- Khusus Pasar 
I 

I Ma samba 
1. Pasar Masamba b. Kios i RIJKOdan 

I KIOS 

- Kelas ;IA 4 X 6 M  50.000,- dikenakan 
I i setelah 

- Kelas,IB 4 X 6 M  47.500,- perjanjian 
I 

I 
antara 

c. Lods Pemerintah 
I Daerah 
I 

- Kelas,IA 2 X 4 M  15.000,- dengan Pihak 
l l Pengembang 

- Kelas IB 2 X 4 M  12.500,- berakhir 

I i l X l M  1.000,- d. Pelataran 
I 
! 

2. PASAR KELAS II . a. Ruko ' 6 X 8 M  60.000, 
I 

' 
1. Pasar Sabbang b. Kios ' 

I 

2. Pasar Sukamaju I 

- Kelas IA 4 X 6 M  40.000,- 

3. Pasar Bone-bone 1 1  
4 X 6 M  37.500,- - Kelas IB 

i 

C, Lods I 
' 
I 

; 

- Kelas IA 2 X 4 M  12.000,- 
I ; 

2 X 4 M  10.000,- - Kelas IB 
I ; 

l X l M  d. Pelataran 500,- 
I 

PASAR KELAS III a. Kios I 

3. I 

I 
1. Pasar Malangke - Kelas IA 4 X 6 M  35.000,- 

Ba rat I ' 
- Kelas IB 4 X 6 M  30.000,- 

2. Pasar Mappedeceng I 

b. Lods ! 

' I 

- Kelas IA 2 X 4 M  10.000,- 
l ! 2 X 4 M  7.500,- - Kelas IB 
I : l X l M  500,- c. Pelatara'l 

I 

I 

I 
' I 

' 

' 
I 

·, 

,· · ' d. Lokasi pasar terletak dal1m jalur transportasi yang kurang terjangkau. 
I 

: PASAL3 
Kelas Pasar dan besarnya penge'naan tarlf retribusi ditetapkan sebagai berikut: 

I ; 
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PASAL4 

(1) Tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut: 

a. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar bagi perorangan/badan usaha 
yang memberikan Retribusi menggunakan media pungutan Surat 
Setoran Retribusi Daerah (SSRD); 

b. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar bagi halaman/ pelataran dan 
bentuk lainya yang dikelolah Pemerintah Daerah menggunakan media 
pungutan Karcis; 

c. Media pungutan pada huruf a dan huruf b diatas dianggap sah apabila 
telah dicap/stempel dan diperporasi Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara. 

(2) Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Kecamatan dan hasil pungutan 
disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Pendapatan 
Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

PASALS 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Luwu Utara 
Nemer 383 Tahun 2005 tentang Penetapan kelas pasar dan tarif dalam 
kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

PASAL6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Luwu Utara. 

Dltel:.apkan di Masamba 
pada tanggal 25 Juni 2007 

� BUPATI, 

� H. M�IJITY r, 

Diundangkan di Masamba 
pada tanggal 25 Juni 2007 
SEKRETARIS DAERAH, 

Drs • A. CHAERUL PANGERANG 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 1 6  


